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ABSTRAK

Sistem pemasyarakatan di Indonesia menempatkan pembinaan dan
pembimbingan sebagai inti dari proses pemidanaan. Hak narapidana untuk
mendapatkan pembinaan merupakan jaminan konstitusional dan bagian dari upaya
reintegrasi sosial. Namun, dalam praktiknya, efektivitas pelaksanaan hak ini kerap
mengalami hambatan baik dari segi kebijakan, infrastruktur, maupun sumber daya
manusia. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana efektivitas pelaksanaan
hak narapidana atas pembinaan dan pembimbingan dalam sistem pemasyarakatan,
serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi. Metode yang digunakan
adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan data primer dan sekunder.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah memberikan dasar
hukum yang kuat, pelaksanaannya masih jauh dari ideal karena keterbatasan
anggaran, overkapasitas lapas, dan rendahnya kualitas program pembinaan.
Diperlukan reformasi  kebijakan dan peningkatan kapasitas institusi
pemasyarakatan agar tujuan sistem pemasyarakatan dapat tercapai secara optimal.

Kata kunci: narapidana, hak pembinaan, sistem pemasyarakatan, efektivitas

ABSTRACT

The correctional system in Indonesia places rehabilitation and guidance at the core of its
penal process. Prisoners’ right to rehabilitation is a constitutional guarantee and a
fundamental aspect of social reintegration efforts. However, in practice, the effectiveness
of implementing this right often encounters significant challenges related to policy,
infrastructure, and human resources. This article aims to examine the effectiveness of the
implementation of inmates' rights to rehabilitation and guidance within the correctional
system, as well as to identify the obstacles involved. The research employs a normative and
empirical juridical approach, using both primary and secondary data. The findings reveal
that despite the existence of a solid legal framework, the actual implementation remains
far from ideal due to budget constraints, prison overcrowding, and the poor quality of
rehabilitation programs. Policy reform and institutional capacity-building within
correctional facilities are urgently needed to ensure that the objectives of the correctional
system can be achieved optimally.
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PENDAHULUAN

Sistem pemasyarakatan di Indonesia bertujuan membina narapidana agar dapat
Kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab. Hak atas
pembinaan dan pembimbingan menjadi bagian integral dari proses tersebut. Sebagaimana
dijamin dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Namun,
dalam praktiknya pelaksanaan hak ini masih menghadapi berbagai hambatan seperti
keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran yang berdampak
pada efektivitas program pembinaan serta keberhasilan reintegrasi social narapidana.

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis efektivitas pelaksanaan program pembimbingan dalam
mendukung pemenuhan hak narapidana untuk reintegrasi sosial.

2. Mengkaji tanggung jawab hukum negara apabila program pembimbingan tidak
dilaksanakan secara efektif dan menyebabkan narapidana mengalami
hambatan dalam proses kembali ke masyarakat.

3. Menilai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan implementasi
pembinaan dan pembimbingan di Lembaga Pemasyarakatan.

4. Memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis temuan empiris dan
normatif guna memperkuat pelaksanaan hak narapidana di masa mendatang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis
empiris secara terpadu untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai
efektivitas pelaksanaan hak narapidana atas pembinaan dan pembimbingan dalam
sistem pemasyarakatan. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah
peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen hukum lainnya
yang mengatur tentang hak narapidana, khususnya pembinaan dan pembimbingan.
Sementara itu, pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk menggali realitas
pelaksanaan hukum di lapangan melalui wawancara dengan narapidana, petugas
pemasyarakatan, dan pihak terkait lainnya, serta observasi langsung di beberapa
lembaga pemasyarakatan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif
dengan membandingkan antara norma hukum (das sollen) dan praktik aktual (das
sein), guna menilai efektivitas dan kendala pelaksanaan hak pembinaan dan
pembimbingan, serta merumuskan rekomendasi perbaikan yang diperlukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem pemasyarakatan
Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat untuk menjamin hak narapidana
atas pembinaan dan pembimbingan, implementasinya masih jauh dari optimal.
Banyak Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang mengalami keterbatasan sumber
daya, seperti kurangnya petugas pembinaan yang kompeten, minimnya fasilitas,
serta anggaran yang tidak memadai. Hal ini menyebabkan program pembinaan
cenderung bersifat formalitas dan tidak mampu menjawab kebutuhan spesifik
narapidana.
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Dari sisi pelaksanaan, ditemukan bahwa hanya sebagian narapidana yang
memperoleh akses rutin terhadap program pembimbingan, baik dalam bentuk
pelatihan keterampilan, pendidikan, maupun bimbingan psikososial. Overkapasitas
di berbagai Lapas juga menjadi penghambat serius dalam menjangkau seluruh
warga binaan. Akibatnya, tujuan reintegrasi sosial sering kali tidak tercapai dan
berpotensi meningkatkan risiko residivisme.

Selain kendala teknis, hambatan koordinasi antarlembaga juga menjadi
faktor yang memperlemah efektivitas pembimbingan. Banyak narapidana yang
setelah bebas tidak mendapatkan pendampingan lanjutan dari instansi luar lapas,
seperti Dinas Sosial atau Dinas Tenaga Kerja, sehingga sulit beradaptasi kembali di
masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembinaan dan pembimbingan tidak
dapat berjalan optimal tanpa sinergi lintas sektor.

Oleh karena itu, perlu ada upaya pembaruan kebijakan dan penguatan
kapasitas kelembagaan pemasyarakatan. Reformasi sistem pembinaan harus
mencakup pelatihan petugas, peningkatan anggaran, serta pelibatan aktif
masyarakat dan dunia usaha. Pendekatan pembimbingan yang berbasis kebutuhan
individu narapidana juga perlu diimplementasikan secara konsisten agar proses
reintegrasi berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan hak narapidana atas pembinaan dan pembimbingan dalam
sistem pemasyarakatan di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala meskipun
telah memiliki dasar hukum yang kuat. Permasalahan seperti keterbatasan
anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, overkapasitas lembaga
pemasyarakatan, serta rendahnya kualitas dan pemerataan program pembinaan
menjadi faktor utama penghambat efektivitas pelaksanaan hak tersebut. Selain itu,
minimnya sinergi antara instansi pemasyarakatan dengan lembaga eksternal dan
masyarakat turut memperburuk proses reintegrasi sosial narapidana. Akibatnya,
banyak narapidana tidak memperoleh pembinaan sesuai kebutuhannya, sehingga
tujuan sistem pemasyarakatan sebagai sarana rehabilitasi dan reintegrasi belum
tercapai secara optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi kebijakan dan
penguatan kelembagaan yang menyeluruh agar pemenuhan hak narapidana dapat
berlangsung secara lebih efektif, manusiawi, dan berkeadilan.
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